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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
ITAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU

(Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)
By:

Bella Okta Silvia

Dalam mencapai dan meningkatkan pemerataan pendidikan yang unggul Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik
baru secara terarah, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna mendorong
peningkatan akses terhadap layanan pendidikan. Kurangnya pengetahuan yang
menyebabkan kebingungan terkait sistem zonasi ini serta ketidakpahaman masyarakat
terkait sistem zonasi serta terbatasnya daya tampung di SMP N 1 Talang
yangmenyebabkan tidak semua siswa dapat diterima Penelitian ini bersifat kualitatif
dengan menggunakan pendckatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara efektif dan
baik. Adapun dampak positif dari kebijakan sistem zonasi ini adalah pemerataan
pendidikan dan dampak negatifnya adalah siswa yang berada didalam zonasi tidak
dapat diterima.

Kata Kunci : PPDB, Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan
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ABSTRACT

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
1TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU
(Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

By:
Bella Okta Silvia

In achieving and improving equitable distribution of superior education Minister of
Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 concerning Admission of New
Students (PPDB) which aims to guarantee the acceptance of new students in a
targeted, accountable, transparent and without discrimination in order to encourage
increased access to educational services . Lack of knowledge causes confusion
regarding this zoning system as well as the community's lack of understanding
regarding the zoning system and limited capacity at SMP N 1 Talang which causes

not all students to be accepted. This research is qualitative in nature using a

descriptive analysis approach. Data collection techniques used include observation,

interviews and documentation. The results of this research show that the

implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021

concerning Admission of New Students was carried out effectively and well. The

positive impact of this zoning system policy is equal distribution of education and the

negative impact is that students who are in the zone cannot be accepted.

Keywords: PPDB, Zoning Sistem, Equal Education
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Kualitas
sumber daya manusia suatu negara dapat ditingkatkan melalui pendidikan, yang juga
merupakan sumber pertumbuhan bagi negara tersebut. Pada prinsipnya seluruh
penduduk Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Kita semua memahami nilai
pendidikan. Kalimat pertama Pasal 31 UUD 1945 berbunyi, “Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan.” Pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa “Setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.”
Sejalan dengan hal tersebut, negara wajib memberikan edukasi keuangan kepada
warganya dan juga edukasi kepada seluruh warga negaranya. Sesuai dengan tujuan
bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD, bangsa Indonesia harus menjunjung
tinggi kepercayaan masyarakat yaitu akses terhadap pendidikan. UUD 1945 bertujuan

untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Di Indonesia, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak memihak,
bertanggung jawab, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi demi menjaga hak asasi
manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sidiknas), pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana yang

bertujuan untuk membina lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik



secara aktif mengembangkan ketabahan spiritual, pengendalian diri, kepribadian. ,
kecerdasan, moral, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara. Indonesia mempunyai sistem pendidikan nasional yang terencana, terorganisir,

dan sistematis.

Pemerataan akses terhadap pendidikan merupakan prinsip dasar yang
menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau
geografis. Hal ini merupakan salah satu prinsip utama SDGS 4, dan tidak hanya
memberikan lebih banyak peluang bagi masyarakat, namun juga membantu
memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang inklusif.

Untuk menutup kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, akses yang
setara terhadap pendidikan sangatlah penting. Semua lapisan masyarakat dapat memiliki
akses yang sama terhadap pendidikan, yang akan memaksimalkan potensi masyarakat
dari berbagai asal usul. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak
pada pemerataan akses terhadap pendidikan, dan hal ini akan mendukung pembangunan
berkelanjutan secara umum. Salah satu pilar utama pertumbuhan suatu negara adalah
sistem pendidikannya, oleh karena itu mencapai pemerataan akses terhadap pendidikan
sangatlah penting. Pencapaian tujuan ini diwujudkan dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGS) keempat, atau “Memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan

berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.”



Nanang Fattah menekankan bahwa isu-isu berikut merupakan tantangan utama
yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini: a) kualitas pendidikan; b) pertumbuhan dan
pemerataan layanan pendidikan unggulan; c) relevansi; dan d) efektivitas dan efisiensi.
Faktanya, Indonesia masih mempunyai persoalan kesetaraan pendidikan. Menurut
Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 hingga 2019,
isu pemerataan pendidikan masih terus muncul. Indonesia sedang mengalami sejumlah
permasalahan, termasuk kekurangan infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Karena
permasalahan ini, siswa mungkin kurang tertarik untuk mendaftar di sana, dan malah
memilih untuk bersekolah di institusi pilihan mereka. Permasalahan lain dan prioritas
utama adalah persepsi kurangnya kualitas pendidikan dan kualitas instruktur. Kualitas
tenaga pendidik dan kependidikan yang dirasa kurang bermutu juga menjadi masalah
serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat
regional, nasional maupun internasional. Permasalahan lain yang menjadi perhatian
utama adalah pendidikan yang dianggap berkualitas buruk. Kemampuan berkompetisi di
berbagai tingkatan, termasuk turnamen regional, nasional, dan dunia, adalah hal yang
paling penting. Bagi sekolah yang tidak berstatus unggulan, itulah yang menyebabkan
kesenjangan. Tampaknya hanya siswa dengan kemampuan akademis yang kuat dan
kemampuan finansial yang besar yang dapat bersekolah di sekolah pilihan mereka.
Karena banyak siswa di sekolah yang kekurangan siswa, maka dari situlah timbul efek

sekolah.

Masih ada kekhawatiran mengenai kualitas tenaga pengajar dan pengajar.

Meskipun masih lazim di banyak bidang, banyak guru yang kemampuan gurunya tidak



memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya, banyak guru yang masih
menggunakan teknik yang buruk dan tidak efektif dan membuat siswa bosan di kelas.

Persoalan inilah yang mempengaruhi kualitas pendidikan di indonesia.

Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata
karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap
kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan eksklusif membuat
banyak privilege yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan
prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan
yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk
mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional.
Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang
berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa dinikmati oleh peserta didik
dengan kemampuan akademik serta ekonomi tertentu. Sehingga berdampak Ada sekolah
yang kekurangan siswa dan ada sekolah yang kelebihan siswa, dan kesenjangan ini akan

berdampak negatif pada pendidikan global.

Dalam mencapai dan meningkatkan pemerataan pendidikan yang unggul
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk menjamin penerimaan
peserta didik baru secara terarah, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna
mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, merupakan peraturan yang

mengatur penerimaan peserta didik baru.



Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan
dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah
proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini
diharapkan dapat berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi
sehingga bisa mendorong peningkatan akses layananan dan pemerataan pendidikan.
Radius zona yang ditetapkan pemerintah daerah diterapkan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB). Dengan ditetapkannya proporsi jumlah siswa yang akan diterima, maka

setiap sekolah wajib menerima calon siswa yang berdomisili di lingkungan sekitar.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terbilang kontroversial adalah Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Yang
didalamnya turut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah
dalam menerima calon peserta didik baru. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah
daerah wajib menerima calon siswa yang berdomisili dalam radius zona terdekat dengan
sekolah sebanyak minimal 50% dari jumlah siswa yang diterima. Tempat tinggal calon
mahasiswa ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling

lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan.



Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima minimal 50% calon siswa yang
bertempat tinggal di zona lingkar sekolah. Selain itu, Anda berhak mendapatkan kuota
afirmasi minimal 15%, maksimal 5% untuk jalur perpindahan orang tua , dan sisanya
untuk jalur prestasi. Meskipun telah diatur dalam peraturan pemerintah telah
mengendalikan persyaratan sistem zonasi, masih terdapat permasalahan dalam
penerapan sistem tersebut. Banyak persoalan terkait penerapan sistem zonasi yang masih

perlu diatasi. Penulis akan menguraikan alasannya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Permasalahan Penelitian

No. Permasalahan Keterangan

1. | Kurangnya penyaluran pesan yang | Kurangnya sosialisasi kepada
menyebabkan kebingungan terkait | walimurid/masyarakat yang dapat
PPDB sistem zonasi ini serta | menyebabkan kurangnya dukungan,
ketidakpahaman masyarakat terkait | ketidakpartisipasian masyarakat serta

sistem zonasi reistensi dan konflik.

2. | Kurangnyan Sumber Daya Fasilitas | Tidak semua siswa dapat diterima
ruang kelas yaitu terbatasnya daya | karena terbatasnya kapasitas SMP N 1
tampung di SMP N 1 Talang | Talang Kelapa, terutama kurangnya
Kelapa yang dimana semua siswa | ruang belajar, dan pembatasan yang
yang mendafatar melalui sistem | ketat dari (BSNP) dan (SPM).

zonasi tidak dapat diterima semua.
Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024




1. Kurangnya Penyaluran Pesan/Sosialisai yang menyebabkan kebingungan
terkait sistem zonasi ini serta ketidakpahaman masyarakat terkait sistem
zonasi. Yang dapat menyebabkan kurangnya dukungan, ketidakpartisipasian
masyarakat serta reistensi dan konflik.

2. Kurangnyan Sumber Daya Fasilitas ruang kelas yaitu terbatasnya daya
tampung di SMP N 1 Talang Kelapa yang dimana semua siswa yang
mendafatar melalui sistem zonasi tidak dapat diterima semua. Mengingat
lokasi SMP N 1 Talang Kelapa yang strategis dengan permukiman
masyarakat sehingga banyak calon peserta didik yang berminat masuk

sekolah ini.

Tabel 1. 2 Siswa diterima dari sekolah yang masuk zonasi

No | Nama Sekolah | Jumlah Mendaftar Jumlah diterima
1. | SDN13 Talang 66 47
Kelapa
2. | SDN21 Talang 66 45
Kelapa
3. | SDN18 Talang 52 36
Kelapa
4. | SDN4 Talang 50 35
Kalapa
5. SDIT 50 34
Mufidatul IImi
Talang Kelapa
Jumlah yang 284 197
diterima (69,37%)




Tabel 1. 3 Siswa yang diterima dari sekolah yang masuk zonasi 2

No. | Nama Sekola Jumlah Mendaftar Jumlah diterima
1. | SDN18 Talang 48 33
Kelapa
2. | SDN21 Talang 48 30
Kelapa
3. SD25Talang 48 27
Kelapa
4. | SDN26 Talang 40 20
Kelapa
5. | SDN28 Talang 25 13
Kelapa
Jumlah yang diterima 209 123
(58 %)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh siswa yang mendaftar
melalui jalur zonasi ada 493 dan yang dapat diterima malalui jalur zonasi yaitu 320
siswa, dipresentasikan sekitar 65 %. Sedangkan sisanya 173 tidak dapat diterima atau

sekitar 35 % siswa terpaksa harus mendafatar ke sekolah swasta.

Berdasarkan permasalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Batu (Studi Pada
PPDB Sistem Zonasi di SMP N 1 Talang Kelapa ). Alasan peneliti melakukan penelitian

di SMP Negeri 1 Talang Kelapa karena, SMP Negeri 1 Talang Kelapa merupakan salah



satu sekolah yang memiliki brand favorit yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin yang memiliki banyak prestasi baik akademik maupun non-

akademik.

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan penjelasan masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( Studi Pada
PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa) ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru ( Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang

Kelapa) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (
Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dalam Impelementasi Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan



10

Peserta Didik Baru ( Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang

Kelapa)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada

kemajuan ilmiah dari sudut pandang teoretis. khususnya mengacu pada

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Sistem Zonasi.

1.4.2 Manfaat Praktis
Secara Praktisnya, memberikan masukan mengenai pentingnya Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Sistem Zonasi kepada seluruh lapisan

masyarakat dan pemerintah.
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